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BAB III 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan teori, asas, doktrin, yang digunakan maka dapat disimpulkan 

bahwa pejabat atau kepala daerah berpeluang melakukan tindak pidana korupsi 

dikarenakan  

1. Lemahnya komitmen moral individu pejabat daerah, kompleksitas 

mekanisme pengambilan kebijakan publik yang memunculkan terbukanya peluang 

kolusi antara pejabat daerah dengan perangkat atau anggota parlemen maupun pihak 

lain yang berdampak munculnya praktek korupsi serta adanya kelemahan sistem 

pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan, tidak sederhananya proses 

penegakan hukum untuk kasus korupsi, lemahnya kontrol publik terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan dan juga  kebutuhan finansial yang cukup tinggi pada 

sebagian pejabat daerah untuk memenuhi tuntutan para pendukungnya, lingkungan 

keluarga maupun partai politiknya.  

2.  Adanya sebuah penegakan keadilan akan pemberantasan korupsi sangatlah 

penting berawal dari tingkat Kepala Daerah hingga perangkat – perangkatnya serta 

transparasi pengelolaan keuangan daerah demi menciptakan masyarakat yang adil 

sejahtera. Sehingga upaya yang ditempuh agar Pejabat maupun Kepala Daerah tidak 

melakukan Tindak Pidana Korupsi Yaitu melalui upaya – upaya baik sistem maupun 

moralitas individu dalam kaitannya mengenai kontrol sosial dari masyarakat, 

penyempurnaan sistem hukum yang berlaku, penyempurnaan manajemen SDM serta 
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peningkatan kesejahteraan dan gaji pegawai negeri, penyempurnaan manajemen 

aktiva tetap milik negara, pembangunan kode etik disegala sektor, serta memperkuat 

pejabat dan jajaran pengadilan, serta peran serta agama dalam memperkuat moralitas 

dan iman individu. 

B.   Saran 

Dilingkungan pejabat daerah, upaya – upaya sistematik untuk menciptakan 

pejabat daerah yang anti korupsi, menciptakan lingkungan dan budaya yang jauh dari 

kecenderungan koruptif, mengorganisir dan mensinergikan kekuatan – kekuatan anti 

korupsi dari para pejabat daerah, serta menciptakan institusi yang secara fungsional 

mampu mencegah dan menutup peluang korupsi adalah hal – hal strategis yang perlu 

dilakukan. Hal yang dapat dilakukan yitu dengan : 

 1.  Meningkatkan citra pejabat daerah melalui penegakan etika di sektor 

publik, parpol, organisasi profesi, maupun asosiasi bisnis.  

2.  Menutup segala peluang korupsi melalui pelaksanaan fungsi eksekutif 

daerah, penganggaran, dan pengawasan.  

3.    Meningkatakan kapasitas dan memperkuat jaringan antara pejabat daerah. 

4.   Meningkatkan gaji pegawai negeri, serta memperkuat moral individu 

untuk tidak melakukan tindak korupsi. 

5. Memperkuat jajaran pengadilan serta pejabat daerah. 

6. Penyempurnaan sistem hukum yang berlaku dan Perundang – Undangan. 
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